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ABSTRAK 

FitriaEka Sari. 1109131. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Padang  

Pembimbing  : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan 

pendapatan daerah kota Padang, tingkat pertumbuhan belanja daerah kota Padang, 

tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Padang, serta tingkat kemandirian 

lingkuangan daerah kota Padang. 

 

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data mentah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah LRA pemerintah kota Padang tahun 

2009-2013. Dengan hasil perhitungan yang diperoleh berupa tingkat persentase 

maka dapat dilakukan perbandingan dari tahun ke tahun. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan beberapa rasio, diperoleh 

informasi bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dan pertumbuhan 

belanja daerah berfluktuasi dari tahun 2009-2013, derajat desentralisasi kota 

Padang berfluktuasi tiap tahunnya, ketergantungan keuangan pemerintah daerah 

kota Padang masih relative tinggi dari tahun 2009-2013. Sementara tingkat 

kemandirian daerah kota Padang masih tergolong rendah meskipun dari tahun 

2009–2010 persentase mengalami penurunan, tahun 2011-2013 peningkatan 

terjadi kembali yang menunjukkan perubahan yang lebih baik dari tahun 

sebelumnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebaiknya pemerintah kota Padang 

meningkatkan pengelolaaan PAD dan menggali objek-objek yang dapat 

memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. 

 

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Laporan Keuangan, Analisis Rasio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk 

pertanggung jawaban pemerintah kepada stakeholder yang di dalamnya 

mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, 

termasuk komponen aset yang tercermin di dalam neraca daerah dimana 

setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. 

Pembuatan laporan keungan ini dilakukan setelah adanya laporan 

keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan batasan waktu 

dua bulan anggaran berakhir (M. Yusuf, 2010:1) 

Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang 

posisi suatu keuangan pada suatu perusahaan serta hasil-hasil yang 

diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data 

keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data tersebut. 

Dalam memenuhi akuntabilitas, pemerintah melaporkan kinerja 

secara detail. Wujud dari pelaporan kinerja pemerintah berupa Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
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Keuangan. Menurut PP No 24 Tahun 2005 laporan keuangan disusun 

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu 

periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk 

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 

dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturaan perundang-

undangan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan perkembangan 

daerah, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber dana untuk 

melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut UU No 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan UU No 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 

sumber dana daerah berasal dari pendapatan Asli Daerah, Transfer 

Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Provinsi, dan lain-lain pendapatan 

yang sah. 

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan 

yang mencakup pembangian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, kondisi 

dan kebutuhan daerah sejalan dengn kewajiban, dan pembangian 
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kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, 

termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. 

Transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan 

akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam 

pengelolaan fiskal pemerintah secara umum akan semakin berkurang. 

Sebaliknya, proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD 

akan meningkat tajam.  

Namun dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki 

kemandirian keuangan daerah yang lebih besar.. Dengan tingkat 

kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi 

sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui 

dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah 

tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. 

Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat 

pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan 

maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, 

melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh 

karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis 

pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 
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oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelporan. Laporan 

keungan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, 

belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, 

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu 

entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Analisis laporan keuangan Kota Padang dari tahun 2009-2013 

dapat digambarkan pada table berikut : 

Tabel 1.1. 

LaporanKeuanganPemerintah Daerah Kota Padang 

Tahun 2009-2013 

Laporankeuangan 2009 2010 2011 2012 2013 

Aset Rp 2.885.510.912.886.27 Rp 2.978.473.678.676.08 Rp 3.181.983.232.782.10 Rp 3.867.900.182.288.62 Rp 5.226.920.846.794.02 

Hutang Rp 4.339.856.417.00 Rp 4.154.698.059.42 Rp 4.816.871.875.42 Rp 7.706.334.552.64 Rp 7.546.428.052.31 

Ekuitas Rp 2.881.171.056.469.27 Rp 2.974.318.980.616.66 Rp 3.177.166.360.906.68 Rp 3.860.193.847.735.98 Rp 5.219.374.418.741.71 

Pendapatan Rp 957,275,976,959.10 Rp 1.040.019.734.777.01 Rp 1,236,072,228,184,66 Rp 1,475,988,121,513,30 Rp 1.745.733.053.161,00 

Belanja Rp 996,418,374,351.00 Rp 1,100,368,159,523.00 Rp 1,180,346,196,899,00 Rp 1.400.212.397.096.25 Rp 1.875.768.690.217,86 

Sumber : DPKA kota Padang tahun 2009-2013 

Berdasarkan laporan keuangan daerah kota Padang 2009-2013 

mengalami peningkatan tiap tahun. Dimana tahun 2009 aset kota Padang 

mencapai Rp 2.885.510.912.886,27. Tahun 2010 aset daerah kota Padang 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

peningkatan sebesar Rp 92.962.765.789,81 menjadi Rp 

2.978.473.678.676,08. Kemudian tahun 2011 aset daerah kota Padang 

mencapai Rp 3.181.983.232.782.10, meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 203.409.554.106,92. Pada tahun 2012 aset kota 
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Padang yaitu Rp 3.867.900.182.288.62, lebih meningkat dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan asset tahun 2012 sebesar Rp 

685.926.949.506,52. Sedangkan tahun 2013 aset nya mencapai Rp 

5.226.920.846.794,02. Peningkatan tahun 2013 lebih besar dibandingkan 

tahun sebelumnya sebesar Rp 1.359.020.664.505,40. Selanjutnya hutang 

daerah kota Padang yaitu tahun 2009 mencapai Rp 4.339.856.417.00, 

tahun 2010 hutang daerah kota Padang menurun sebesar Rp 185.158.357,6 

menjadi Rp 4.154.698.059.42. Pada tahun 2011 hutang meningkat sebesar 

Rp 662.173.816 menjadi Rp 4.816.871.875.42, sementara tahun 2012 

hutang lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7.706.334.552.64, 

peningkatan mencapai Rp 2.889.462.677. Dan tahun 2013 hutang menurun 

menjadi Rp 7.546.428.052.31. Hutang pada daerah kota Padang 

mengalami fluktasi. Selanjutnya Ekuitas pada tahun 2009 sebesar Rp 

2.881.171.056.469.27, meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp 

2.974.318.980.616.66, tahun 2011 ekuitas dana kota Padang yaitu Rp 

3.177.166.360.906.68, meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 

ekuitas dana meningkat sebesar Rp 3.860.193.847.735.98, dan tahun 2013 

mencapai Rp 5.219.374.418.741.71, peningkatan lebih besar dari tahun 

sebelumnya. Pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 957,275,976,959.10, 

tahun 2010 pendapatan daerah kota Padang mengalami peningkatan 

sebesar Rp 1.040.019.734.777.01, tahun 2011 mengalami peningkatan 

kembali yaitu Rp 1,236,072,228,184,66, tahun 2012 peningkatan lebih 

besar dari tahun sebelumnya mencapai Rp 1,475,988,121,513,30, dan 
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tahun 2013 mencapai Rp 1.745.733.053.161,00. Belanja daerah tahun 

2009, Rp 996.418.374.351,00. Tahun 2010 belanja daerah meningkat dari 

tahun sebelumnya mencapai Rp 1.100.368.159.523. Tahun 2011 belanja 

daerah meningkat sebesar Rp 1.180.346.196.899,00. Belanja daerah tahun 

2012 mengalami peningkatan mencapai Rp 1.400.212.397.096,25. 

Peningkatan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan 

tahun 2013 belanja daerah kota Padang lebih meningkat dari tahun 

sebelumnya yaitu Rp 1.875.768.690.217,86. 

Dengan adanya laporan keungan, pengguna laporan keuangan 

dapat melihat berbagai perkembangan suatu daerah. Sehubungan dengan 

banyaknya sumber informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ANALISIS 

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG”. 

B. Perumusan masalah  

Berdasarkan latar  belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dan 

agar penelitian ini terfokus, maka perumusan masalah di dalam penelitian 

ini :  

a. Bagaimana tingkat pertumbuhan pendapatan daerah kota Padang ? 

b. Bagaimana tingkat pertumbuhan belanja daerah kota Padang ? 

c. Baagaimana derajat Desentralisasi daerah kota Padang? 

d. Bagaimana tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Padang ? 

e. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah kota Padang ? 

 



7 

 

 

 

C. Tujun Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitin ini adalah : 

a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan daerah Kota 

Padang. 

b. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan belanja daerah kota Padang. 

c. Untuk mengetahui derajat desentralisasi daerah kota Padang. 

d. Untuk mengetahui ketergantungan keuangan daerah kota Padang 

terhadap pemerintah pusat. 

e. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah kota Padang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk penulis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terkait 

perkembangan daerah kota Padang dan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Padang. 

b. Untuk Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang 

kemampuan keuangan daerah kota Padang jika dilihat menggunakan 

pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belaja, derajat desentralisasi, 
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rasio ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian keuangan 

daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Laporan keuangan  

Menurut Hans Kartikahadi (2012:118) Laporan keuangan wujud 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercaya kepada mereka dalam mengelola suatu entitas.  

Sementara menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan 

mengambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada 

saat tertentu atau jangka waktut ertentu. 

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik ( PP No 71 

Tahun 2010).  

B. Komponen Laporan Keuangan Daerah 

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan 

pokok menurut Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 2005 terdiridari : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam suatu periode pelaporan. 

Sedangkan menurut PSAP 02 Laporan realisasi anggaran 

merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang 
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menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan 

secara tersanding untuk suatu periode tertentu. 

2. Neraca  

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

Menurut Dr. Kasmir (2013 : 30), neraca adalah salah satu laporan 

keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Oleh kareana itu, setiap 

perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam 

bentuk neraca. Neraca biasanya disusun pada periode tertentu  

ringkasan posisi Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang 

menyajikan informasi tentang posisi keuangan sebuah orgnisasi pada 

satu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. 

3. LaporanArus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan 

transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal penerimaan, 

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 

periode tertentu. 

Informasi tentang kas dan setara kas serta arus penerimaan dan 

penggunaan dana kas dan setara kas adalah informasi yang sangat 

penting dan berguna untuk dilaporkan kepada dan dipahami oleh para 

pemangku kepentingan. 
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4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga 

mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan 

oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan 

dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah 

serta ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa 

yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan 

komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan 

perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan 

memberikan penjelasan naratif atau rincian dari pos-pos yang disajikan 

dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang 

tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

C. Komponen Neraca 

Menurut Mahmudi (2007 : 63) Komponen neraca terdiri dari : 

1. Aset  

Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya 

ekonomik yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan 

manfaat ekonomi dan sosial di masa datang. 

Aset diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu :  
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1) Aset lancar. 

a. Kas dan setara kas. 

b. Investasi jangka pendek. 

c. Piutang. 

d. Persediaan. 

2) Investasi jangka panjang. 

a. Investasi nonpermanen.  

b. Investasi permanen. 

3) Aset tetap. 

Aset tetap meliputi : 

a. Tanah. 

b. Peralatan dan mesin.  

c. Gedung dan bangunan. 

d. Jalan,Irigasi, dan Jaringan. 

e. Konstruksi dalam pengerjaan. 

f. Akumulasi penyusutan. 

4) Aset lainnya 

Aset lainnya meliputi : 

a. Tagihan penjualan Angsuran. 

b. Tuntutan Perbendaharaan. 

c. Tuntutan Ganti Rugi. 

d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga. 

e. Aset Tak Berwujud 
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f. Aset lain-lainnya. 

2. Kewajiban  

Kewajiban memberikan informasi kepada pengguna laporan 

keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau 

klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah (Mahmudi, 2007 : 66). 

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua : 

1) Kewajiban jangka pendek. 

Kewajiban jangka pendek meliputi :  

a. Utang transfer. 

b. Utang gaji pada pegawai. 

c. Utang bank. 

2) Kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban jangka panjang meliputi : 

a. Utang jangka panjang pada pemerintah pusat. 

b. Utang jangka panjang kepada pemerintah daerah lainnya. 

c. Obligasi pemerintah daerah. 

3. Ekuitas Dana 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, ekuitas dan 

didefenisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 

Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : 

1) Ekuitas dana lancar. 

Ekuitas dana lancar meliputi : 
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a. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 

b. Pendapatan Ditangguhkan. 

c. Cadangan Piutang. 

d. Cadangan Persediaan. 

e. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka 

panjang. 

2) Ekuitas dana investasi 

Ekuitas dana investasi meliputi : 

a. Dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. 

b. Dana diinvestasikan dalam aset tetap. 

c. Dana diinvestasikan dalam aset lainnya. 

d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka 

panjang. 

3) Ekuitas dana cadangan 

Ekuitas dana cadangan meliputi : 

a. Dana diinvestasikan dalam dana cadangan pembangunan infra 

struktur. 

b. Dana diinvestasikan dalam dana cadangan investasi permanen. 

D. Komponen Laporan Realisasi Anggaran 

Komponen laporan realisasi anggaran menurut Mahmudi (2007 : 68) 

terdiridari : 
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1. Pendapatan  

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefenisikan 

pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Mahmudi : 2007 :121). 

Sumber–sumber penerimaan daerah menurut UU. No. 33 Tahun 2004 

terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi. 

Pendapatan asli daerah bersumber :  

1) Pajak daerah  

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara 

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 

dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan 

tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) 

secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai 
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pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

2) Retribusi daerah 

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada 

Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara 

bagi penduduknya secara perorangan. 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

4) Lain-lain PAD yang sah. 

Yang termasuk lain-lain PAD yang sah seperti hasil 

penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, 

pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 

barang dan/atau jasa oleh daerah. 

b. Dana Perimbangan  

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan 

antara pemerintah daerah. 

Dana perimbangan terdiri dari :  
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1) Dana Bagi hasil. 

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

berdasrkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi 

hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi 

hasil yang bersumber dari pajak berupa pajak bumi dan 

bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan Pasal 29 

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pph Pasal 21. 

Sementara dan bagi hasil yang bersumber dari sumber daya 

alam seperti yang berasal dari kehutanan, pertambangan 

umum, perikanan, pertambang minyak bumi, pertambangan 

gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 

2) Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keungan antar-daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

DAU untuk suatu daerah dialoksikan atas dasar celah fiskal dan 

alokasi dasar. Celah fiskal yang dimksud adalah selisih antara 

kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah, dan 
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alokasi dasar yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah gaji 

pegawai negeri sipil daerah. 

3) Dana Alokasi Khusus. 

Dana alokasi khusus merupakan alokasi dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota 

tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. 

4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah  

Lain-lain pendapatan diperoleh dari hibah dan dana darurat. 

Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dar 

pemerintahan Negara asing. Badan/lembaga asing, badan/ 

lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam 

negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah 

maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang 

tidak perlu dibayar kembali. Sementara dana darurat 

merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 

kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa 

luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. 

2. Belanja 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah 

dapat didefenisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 
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tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 

Pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : 

a. Belanja operasi 

Belanja operasi meliputi : 

1. Belanja pegawai. 

2. Belanja barang. 

3. Bunga. 

4. Subsidi. 

5. Hibah. 

6. Bantuan sosial. 

b. Belanja modal  

belanja modal meliputi : 

1. Belanja tanah. 

2. Belanja peralatan dan mesin. 

3. Belanja gedung dan bangunan. 

c. Belanja tak terduga. 

Belanja tak terduga meliputi : 

1. Bantuan bencana alam. 

2. Bantuan bencana sosial. 

3. Bantuan korban politik. 
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E. Analisis laporan keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan penggunaan laporan 

keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan serta 

untuk menilai kinerja keuangan di masa depan (Sofian Syafri Harapan :1 

998:190). 

Sementara menurut Soemarso (2006:430), analisis laporan 

keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keungan 

dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah 

perubahan (trend) suatu fenomena. 

F. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk 

pertanggung jawaban pemerintah kepada stakeholder yang di dalamnya 

mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, 

termasuk komponen aset yang tercermin di dalam neraca daerah dimana 

setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. 

Pembuatan laporan keuangan ini dilakukan setelah adanya laporan 

keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan batasan waktu 

dua bulan anggaran berakhir. Laaporan tersebut meliputi Laporan Arus 

Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atas Laporan Keuangan dan 

Neraca SKPD (M.Yusuf : 2010:1). 

Sementara menurut Indra Bastian (2006:388) laporan keuangan 

sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik dimana tujuan 
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umum dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang 

berguna bagi sejumlah besar pengguna (wide range user) guna membuat 

dan mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai oleh 

suatu entitas dalam mencapai tujuannya. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dimana yang 

dimaksud dengan kebutuhan memberi atau berperan dalam proses donasi, 

investasi, dan pinjaman, serta pemerintah (SAP PP No 24 Thun 2005) 

G. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi 

keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan 

yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam 

menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak 

manajemen perusahaan. 

Menurut PP No 24 Tahun 2005, tujuan umum laporan keuangan 

adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, relisasi anggaran, 

arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 

bagi para pengguna dalam membuat dan mengavaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan 

pemerintah adalah untuk meyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 

pelaporn atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 
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a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 

b. Menyediakan informsi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya. 

e. Menyediakan informsi mengeni cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemeritahan. 

g. Menyediakan informsi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuaan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Sementara menurut Mardiasmo (2010:125) menyebutkan tujuan 

dan fungsi laporan keuangan sektor publik : 

a. Kepatuhan dan pengelolaan (comliance and Stewardship) 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan 

kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa 

bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai hukum dan 

peraturan lain yang telah ditetapkan. 

b. Akuntabilitas Data dan Pelaporan (Accountability  and 

Restrospective Reporting ) 
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Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk 

pertnggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan 

untuk kerja dan mengavaluasi manajemen, memberikan dasar 

untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan 

yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja 

organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga 

memungkinkan pihak luar untuk memperoleh infomasi biaya atas 

barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka 

untuk menilai efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya 

organisasi. 

c. Perencanaan dan informasi otorisasi (Plnning and Authorization 

Information) laporan keuangan berfungsi untuk membantu 

pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit 

kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) 

dimasa yang akan datang. 

d. Kelangsungan Organisasi 

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna 

dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat 

meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa 

yang akan datang. 

e. Hubungan masyarakat 

Laporan keungan berfungsi untuk memberikan kesempatan 

kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi 
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yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan 

dan masyarakat. Laporan keuangan berfunsi sebagai alat 

komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

f. Sumber data dan fakta ( Source of Factsang Figures) 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informsi 

kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui 

organisasi secara lebih dalam. 

H. Ketergantungan Keuangan  

Menurut Kuncoro (2004:8), ketergantungan fiskal disebabkan oleh : 

1. Rendahnya PAD 

Untuk meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya 

dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli 

Daerah. Menurut Mahmudi, (2010:18) semakin tinggi kemampuan 

pemerintah daerah untuk menggunakan PAD, maka semakin besar 

pula diskresi daerah untuk mengguanakan PAD tersebut sesuai dengan 

aspirasi, kebutuhan, dan priorits pembangunan daerah. Pada 

prinsipnya, semakin tinggi sumbangan PAD terhadap APBD, maka 

dapat menunjukkan bahwa semakin kecilnya ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pusat. 

Menurut Kuncoro (2004:13) rendahnya PAD disebabkan oleh : 

a. Kurang berperan perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan 

daerah. 
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b. Tingginya derajat desentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua 

pajak yang paling produktif dan buoyant, baik pajak langsung 

maupun tidak langsung, ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan 

badan maupun tidak langsung, ditarik oleh pusat. Pajak 

penghasilan badan maupun perorangan (termasuk migas), Pajak 

Pertambahan Nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas 

minyak, pertambangan, kehutanan), semua dikelola secara 

administratif dan ditentukan tarif oleh pusat. Alasan sentralisasi 

perpajakan yang sering dikemukakan adalah untuk mengurangi 

disparitas antara daerah, efisiensi administrasi, dan keseragaman 

perpajakan.  

c. Pajak daerah yang cukup beragam. 

d. Bersifat polotis dimana ada yang khawatir apabila daerah 

mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong 

disintegrasi dan saparatisme. 

e. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. 

2. Dominannya Transfer dari Pemerintah. 

Subsidi atau transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah 

menggunkan tiga jalur : 

a. Subsidi Daerah Otonom (SDO) yaitu transfer kepada Pemda untuk 

membiayai pengeluaran rutin.  
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b. Program Inpres baik yang bersifat sektoral maupun umum dan 

digunakan untuk membantu pemda (provinsi, kabupaten/kota 

madya, desa), untuk membiayai pengeluran rutin dan pembangunan, 

sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi keseimbangan struktur 

keuangan antara daerah. 

c. Pengeluaran sektoral yang dialokasikan untuk membiayai proyek-

proyek/pengeluaran pembangunan. Sebagai perwujudan mekanisme 

dekonsentrasi. 

I. Analisis Pertumbuhan Pendapatan 

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui 

apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama 

beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan 

pendapatan secara positif ataukah negatif ( Mahmudi : 2007 : 146). 

Pertumbuhan Pendapatan dapat dihitung dengan rumus : 

Pertumbuhan pendapatan t = 
Pendapatan Th t−pendapatan Th t−1

Pendapatan Th t
X 100 % 

J. Analisis Rasio Keuangan Daerah 

Menurut Mahmudi (2007:128), analisis keuangan daerah terdiri : 

a) Derajat Desentralisi 

Rasio ini menunjukkan derajat kotribusi PAD terhadap total 

penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PD maka semakin 

tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:  

Derajat desentralisasi =
pendapatan asli daerah

pendapatan daerah
 X100% 
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Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Munir, skala interval 

derajat desentralisasi digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 2.2. 

Skala Interval Derajat Desentralisasi 

PAD/TPD (%) Kemampuan Keuangan Daerah 

< 10.00 sangat kurang 

10.01 - 20.00 Kurang 

20.01 - 30.00 Cukup 

30.01 - 40.00 Sedang 

40.01 - 50.00 Baik 

> 50.00 sangat baik 

Sumber : Munir, 2004 : 106  

b) Rasio ketergantungan Keuangan daerah 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : 

                 Rasio ketergantungan keuangan daerah =
Pendapatan Transfer

Total Pendapatan Daerah
 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Sanusi Fattah, skala 

interval untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah digambarkan 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.3. 

Tingkat Kemampuan Daerah 

kemampuan/Ketergantungan 

Keuangan  
persentse  

Rendah Sekali 0%-25% 

Rendah 25%-50% 

Sedang 50%-75% 

Tinggi 75%-100% 

Sumber : Penelitian Sanusi Fattah, U.Hasanuddin 
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c) Rasio kemandirian Keuangan daerah 

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang 

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya 

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang 

berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain bagi hasil pajak, 

bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjam (Widodo, 2001 :262) 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : 

Rasio Kemandirian Daerah =
Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapataan Daerah
 X 100% 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Sanusi Fattah, skala 

interval untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah digambarkan 

pada tabel berikut. 

Tabel 2.4. 

Tingkat Kemandirian Daerah 

% Kemampuan Keuangan Daerah 

00,00-10,00 Sangat Kurang 

10,01-20,00 Kurang 

20,01-30,00 Cukup 

30,01-40,00 Sedang 

40,01-50,00 Baik 

>50,00 sangat baik 

Sumber : Penelitian Sanusi Fattah, U.Hasanuddin 
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K. Analisis Pertumbuhan Belanja 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah 

merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah daerah (Mahmudi : 2007 : 141). 

  Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa 

besar pertumbuhan msing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut 

rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus 

diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak 

maka dalam jangka menengah dapat menganggu kesinambungan dan 

kesehatan fiskal daerah.  

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Pertumbuhan belanja Thn t = 
Realisasi Belanja Thn t−Realisasi Belanja Thn t−1

Realisasi Belanja Thn t−1
X100% 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban 

terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Laporan keuangan mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan 

terkait perkembangan suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

laporan keuangan pemerintah kota Padang, dapat disimpulkan : 

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah kota Padang  tiap tahunnya 

mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009-2010 persentase 

pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 8,64%. Sedangkan tahun 2010-

2011 persentase pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan 

sebesar 18,85%. Tahun 201-2012 persentase menurun dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 16,25%. Sementara tahun 2012-2013 persentase 

pertumbuhan pendapatan menurun mencapai 16,18%. 

2. Tingkat pertumbuhan belanja daerah diakukan untuk mengetahui berapa 

besar pertumbuhan masing – masing belanja, apakah pertumbuhan belanja 

tersebut dapat di pertanggung jawabkan. Pertumbuhan belanja daerah kota 

Padang tiap tahunnya mengalami fluaktasi, sama hal nya dengan 

pertumbuhan pendapatan daerah. Dimana pertumbuhan belanja daerah 

tahun 2009–2010 persentase mecapai 10,43%. Tahun 2010–2011 menurun 
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase pertumbuhan belanja 

daerah mencapai 7,27%. Pada tahun 2011–2012 terjadi peningkatan, 

dimana persentase pertumbuhan belanja daerah sebesar 18,62%. 

Sementara tahun 2012–2013 persentase menurun sebesar 15,67%. 

3. Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 

pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Dapat diketahui 

bahwa dari tahun 2009 dan 2010 persentase derajat desentralisasi 

menurun. Dimana persentse pada tahun 2009 mencapai 11,83% dan tahun 

2010 menurun yaitu 11,22%. Sementara pada tahun 2011, tahun 2012, dan 

tahun 2013 persentase derajat desentralisasi meningkat tiap tahunnya. 

Tahun 2011 mencapai 12,13%, tahun 2012 sebesar 12,83%, dan tahun 

2013 mencapai 13,93%.Jika dilihat dari skala derajat desentralisai 

kemampuang keuangan daerah masih tergolong kurang 

4. Pemerintah kota Padang masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan 

yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, hal ini dapat diketahui pada 

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2009-2013 dimana pendapatan transfer 

dari pusat berupa dana perimbangan atau pendapatan lainnya dan 

pendapatan transfer dari provinsi mengalami peningkatan dari tahun 

ketahun. Tingkat ketergantungan keuangan daerah tahun 2009-2012 

meningkat tiap tahun. Dimana persentase mencapai 82,90% tahun 2009, 

83,28% tahun 2010, 85,50% tahun 2011 dan 87,10% tahun 2012. 

Sementara tahun 2013 persentase menurun dibandingkan dengan tahun 
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sebelumnya, yaitu 85,70%. Sedangkan tingkat kemampuan keuangan 

daerah ketergantungan keuangan daerah sudah tergolong tinggi.  

5. Tingkat kemandirian keuangan daerah kota Padang tahun 2009-2013 

masih tergolong rendah, karena persentase dari rasio tingkat kemandirian 

keuangan daerah mengalami fluktuasi. Dimana tahaun 2009 persenrase 

tingkat kemndirian keungan daerah mencapai 14,27%, sedangkan tahun 

2010, persentase menurun sebesar 13,47%. Tahun 2011,2012 dan 2013 

persentase meningkat tiap tahun, dimana tahun 2011 mencapai 14,18% . 

Tahun 2012 yaitu 14,74% dan  tahun 2013 mencapai 16,69%. Dilihat dari 

tingkat kemampuan daerah kemandirian keuangan daerah tergolong 

kurang. Persentase antara 10,01%-20,00%. Meskipun pemerintah kota 

Padang telah mengalami peningkatan jumlah PAD, namun jumlah 

pendapatan transfer dan pinjaman daerah mempengaruhi tingkat 

kemandirian daerah. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun 

ketahun, tanpa menimbang pada batasan interval suatu daerah dikatakan 

mempunyai kemandirian yang baik, tingkat kemandirian daerah kota 

Padang telah mengalami perubahan yang positif meskipun perubahan 

yang terjadi tidak terlalu signifikan atau pun mencolok. 

B. Saran  

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka 

saranyang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah : 
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1. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, maka untuk pemerintah Kota 

Padang supaya dapat menggali lagi potensi-potensi di daerah Kota Padang 

yang nantinya bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD 

Kota Padang sehingga dapat lebih meningkatkan tingkat kemandirian 

keuangan daerah Kota Padang yang juga berarti dapat mengurangi tingkat 

ketergantungan fiskal Kota Padang. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian 

mengenai efisiensi PAD Kota Padang danPajak Daerah Kota Padang. 

Selain hal itu, penulis juga memberikan saran untuk melakukan penelitian 

mengenai asset dan liabilitas Kota Padang.  
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